PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TIMNGKAT I
MOJOKERTO

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DNAERAH TINGKAT 11 MOJUKERTO
NOMOR 14 TAHUN 19924

PERTANG

PERUBAHAN KETIGA PERATURAM DAFONH KQIAMADYA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO NOMOR 1 TAHUN 1960 TITNMTANG PEMERIKSAAN, PEMAKALAN RUMAH
PEMOTONGAN HEWAN, MENIMHANG, MENGAMGKUT DAM MENJUAL DAGING
DALAM WILAYAH KOTAMADYS DAFERAH TINGKAT 11 MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

4

WAL IKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT 1I MUOIJUKERIC

Menimbarng : bhahtwa berhubung ketentuan bersartya poncpad o
tarip retribusi pemeriksaan, pemakai o romah
pemo btongan hewan, men imbang, memngana kst
menyimpan dan  menjuwal daging dalam Wi lavah
Katamadya Daerah Tingkat IT Mojokerti ddan
ketentuan—-ketentuan tain, sebagaimana dialur
dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Fing-
kat ] Mojokertc Nomar I tahun 1980, v AngG

telah diubah terakhir dengan Peraturan aerah
Kotamadya Daerab Tingkat [I Mojokerto MNamor 14
tahun 1989 ternyata sudah tidak sesual lagl
dengan gperkembangan keadaan dewasa ini, maka
dipandang perle untuk  merngadakan  perubahan
dengan menuangkan ketenbtuan perubaban dimaksud
dalam suatu Peraluran Daerah.

Mengingat z 1. Undang—-undgdami Nomor 5 tabun 1974 tentang
Potok--patok Pemerintaban di Daerah

2. Undann-undanyg  Nomor 17 tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Ling-—
kungan Propinsl Jawa Timur/dawa Tengah/Jawa
Barat

3. tndang—undang Nomor 12 Det  tabhun 1907
tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah

4, Undang-undang Nomor & tahun 1967 tentang
Ketentuan—ketentuan Pokok Peternakan  dan
Kesehatan Hewan ;

2. Peraturan Pemerintab Nomar 13 tahun 1927
tentang Penolakan, Pemberantasan dan Pong-
obatan Penyakit Hewan j

&. Peraturan Pemerintabh Nomor 47 tabun 1992
tentang Perubaban Batas Wilayvah Kolamadya
Daerah Tingkat II Mojokerto ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 1983
tentang Kesehatan Masvarakat Verterner 3



Pengan  persctujuan
Tingkat II Mojokerto,

Meonetapkan

8. Kepufusan Menteri Partanian Nomor 55935/Kpts/
TN.2Z240/72/1%86 tentang syarat—syarat Rumah
Pemotong . Hewan dan Usaha Pemotongan
Hewan 3§

F. Kepuiusan Menteri Dalam Negeri  Nomor 23
talwn 19846 tentang Ketentuasrn Umum Mengenai
Poaroe idit FPogawal Neger 1 di  Lingkungan
Posaere Lo badln Daerah g

10. Kepubtusan Menteri Perbanian Nomor 4213/Kpts/
TN.31Q/771%92  tentang Pemotongan Hewan
Potong dann  Penanganan Daging Serta Hasil
Tkutannya 3

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomnr 34
tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Cagrab
dan Peraturan Daerah Feroboaban 3

12. Peraturan Daerah Propinsl Dacrah Tingkat 1
Jawa Timur Nomor & tabhun 1989 toeniang
Penyeraban Sebagailan Urucan  Pemerintah
Propinsi Daerat Tingkat T Jawa Timur dalam
Bidang Peternakan keopada Daerab Tingkat 1713

13. Peraturan Dacrab Kotamadya Daerah  Ting
kat II Mojokerto Nomor 1 tahun 1990 fon-—
tang Penyidik Pegawai Megeri Saip:tl di
Loingkungan Pemeorintabh  ¥olamadya Daerah
ingkat 11 Moiokerto

14, Perataran Dacrah Kotamadya lacrah Ting -
kat 11} Mo jokerto  Nomor 6 tabun 1992
tentang  Pombontukan Susunan Organisasi
dan Tata kEerja Binas Pertanian Daerah

Fortamaeuys Dacrab Tingkat [ Mojokerto.

Dewan Porwaiilan Hakyat Dacrah Kotamadya Daerah

MEMUTUS &£ 4N

PERATURAN DOAERNAH HOTAMADYNA DAERAH  TINGKAT 1T
MOJOKERTO TENTAMG PERUBAHAN KETIGH PEENTLERNAMN
DAERAH KOTOMADYN DAERNH  TTNGKAT [T MOJOKERIO
NOMOR 1 TAHUN 1780 TEMNTANG PEMERIKSNNN,
PEMAKNINMN  RUMAH PEMOTONGNAN HEWNAN, MEMNIMHEANMG,
MENGANGKUT , MENYIMPAN DAN MENJUAL DAGIMG DALAM
HILAYAH KOTAMADYN DAERAH TINGKNAT 11 MOJOKERTO.

FPasal !

Peraturan Daerah Fotamadya Daorah
Tingkat @i Mojokerto Momor 1 tahun 19280 ton-
tang Pomerikcaan, Pemakaian Rumah Pemolongan
Hewan , Men wmbang, Mengangkut, Mony impan dan
Menjual Daging dalam Wilayah Fotamadya Dacrah
Tingkat II Moiokorto vyang tolah dicahkan
dongan Surat Kepuiusan Gubernur Kepala  Daerah
Tingkat T Jawa Timur tanggal 28 Mex: 1980 Nomor
130/P btahure 19280 dan diundangkan dalam  Loemba-—-
ran Daoorvabh Rotamadya Dacrah Tingkat 11 Moio—
koerto tolvers $290: Seey B tangoal 14 Joeld 1280
NMomor LU /8 waooe tolaly diubatbte dongon Peraturan
Dageraty mobtonsdiyo Daocrabh Tingkot I Mojokerto :




Nomar 2 tabin 1985 tentang  FPerubahar Pertama Per—
aturan Daorah Kotamadya Daerah fangkat IT Majokerto
Nomor § tahun 1280 tentang #Femoriksaan, Pemakaian

Rumat Peamctongan  Hewan, Menimbang, Mengangkut,
Meny impan dan Meaniual Daging dalam Wilayah Kotamadya
Daerah Tinghat Iy Mojokerto, vang telah disahkan

dengan  Kepolusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur tanguai 23 April 1984 Nomor 114/P  tahun
1286 dan diundangkan dalam lLembaran Daerah Kotamadya
Daerah Tingkal ! Mojokertoe tahun 19856 Seri B tang-
gal 20 Mei 198BS Nomar 4/B H

Nomar 14 tahun 1989 tentang Peruhbahan Kedua Per-
aturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkabt [I Mojokerto
Nomgr 1 tahun 1980 tentang Pemer i ksaan, Femakaian
Rumah Pemotongan Hewan, Menimbang, Mengangkutl,
ﬂenylmban dan Menjual Daging dalam Wi layah Kotamadva
Daerabh Tingkat 11 Mojiokerto yang telah disahkan
dengan Keputusan Guberaur Kepata Dagrah Tingkal 1
Jawa Timur tangnal 7 Pebruari 1990 Namor 7B/F  tahun
129¢ dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadva
Daerah Tingkat I Mojokerto tahun 1990 =seri B tang-
gal 21 Maret 1990 Nomor 1/B  ; dichah lagi sebagai
barikut :

. Semua 1stilah “"Rumah Potaong Hewan' diubaly dan
harus dibaca "Rumah Pemotongan Hewan " ;

B. BAB I dan Pasal 1 diubab dan harus dibaca ;
BAB I
KETENTUAN UMUM
Fasal 1
Dalam Peraturan Dacrah ind Yang dimaksud dengan :

4. Pemerintah Daerah, adalab Femerintah Kota—
madya Daerab Tingkat II Mojokorto

b. Kepala Daerah . adalah Walikoltamadva Kepala
BDaerah Tingkat [l Mojoker to H

c. Dinas Pertanian, adalah Dinas Pertansan Gaerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;

d. Kepala Dirnas, adalah Kepala Uinas Pertanian
Daerah Kotamadya Daerah Tingkat 1! Mojoker to H

e, Rumah Paemotongan Hewan { RPH 1. adalat suatlu
banguran atau kompleks bangunan denganr disain
tertentu yang digqunakan sebagal tempat ne—
motong hewan, untuk konsumsi masyarakat [uas ;

f. Hewan, adalah semua binatang vyang hidup di-
darat bail vang dipelibhara Mmaupun yanq hidup
sacara liar 3

Q. Hewan watong adalah SAPL kerbau, kuda,
kambinag dumba dar balbi H



.

8AB

Karkas, adalab bagian dari fububh hewan setelah
pemotongan, penqgulitan {kecuali babij. [EIRTARSTARS
luaran organ — organ  daiam pamisahan kepala
dan ekor (kecuali babi) serita pemicatiog hobkx
dari tarsus atau karpus (kecuali babi) g

Daging, adalah bagian—bagiran dari hewan  yang
disembelih atau dimatikan dan lazim dimaekan
manusia, kecuall yang telah diawelbkan dendgan
cara lain daripada pendinginan j

Pemaolongan darurat, adalah pemotongan dJdalam
keadaan terpakoa dilakukan oleh karena <esuastu
hal vang membahayakan Jjiwa hewan i1tu  sendiri,
manusia dan lingkungan ataw karena kecelakaan,
hewan mengamuk atau buas

Usaha Pemulungsan Hewan ., adalah usaha atau
kegra ban maemotong hewan, mengolah dan mesnjual
daving :

Tempat lsaha Peomotongan Hewan, adalah  tempat
dimana usaha pomotongan hewan melakukan pe—
kerjaariiya ;

Retribuci Daerah adalah pungutan Daerah
sebagal pembayaran pemakalan ataw karena  mem—
perateh  jasa pekerjaan wsaba ataul milik
Daerah  bagi vang berkepentingan «fau saren:

Jjasa yvang diberikan oloh bLagrah -

Petugas berwenang, adalabh  dokter trewan oy
Lerwenang di Kotamadya Daerah Tingkabt 11 Moo
kerto atau petugas lain dibawalhh pengawasan dan
tanggung Jawab dokter hewan dimaksud j

Juru pemer iksa daging, adalah dokter hewan
pemerintah yang ditunjuk atau petugas lain

vang berada dibawah gengawosan dan tanayung—-
jawalb dokter hewan dimaksud, vang Dertugas
melakukan peaeriksaan atau penquiian  ante

morkem darnn post mortem di dalam/di lear Rumah
Pemptongan Hewan ;

Menimbang daging, adalah pemakailan timbangan
milik Famerintah Daerah yang dipergunakan
pihak—pihak vang  berkepentingan uwunluk me-—
nimbang dagings;

Mengangkui daginu, adalah membawa daging yang
sudah dipotong dari tempat pemotongan ketempat
yang dituju ;

Many impan dJdaging, adalah renempathkan daging
paga suatu tenpat tertentu, sebelum dilaksanas
kan penjudlan ;3

Menjual daging, adalafh menempatkan Jdaen e
nyediakan daging aleh penjual kepada pominei:.

1T Pamal 272 diubah dan harus dibaca :



ir.

(1)

(33

(8)

BAB

(1)

Bay 1!
KETENTUAN PEMERIKSAAM PEMOTONGAM HEWAN

Pasal Z

Hewan vang akan dipotong didalams/diloar RHumab
Pemotonqgan Hewan ter Iobin dabuly harus di—
periksae kesehatannya oleh petugas berwenang g

Hewan yany dinyatakan tidak memenuhi [STEY T
gsyaraltan, dilarang dipotong j;

Hewan besar ber tanduk betina yang akan dipo-
tong terlebih dahulu harus  diperiksa secara
khusus oleh petuges berwenang 3

Hewan besar Lertanduk betina yang dinyatakan
Lidak produktif ditandai Cap "8" dan boleh
dipolong denyan diberi surat keterangan hasil
pemer Lksaan

Hewan besar tertanduk betina yang dinyalakan
wmasih produktif tidak boleh/ditalak  dipolong
dengan Jdiber 1 ~urat keterangan penolakan j

Pamer i ksaan fiwan dJimaksud pada ayat (1) dan
{3) Panal ini dikenakan retribusi i

Daging vang dinyatakan tidak memenuhr per—
syaratan ovleh Juru pemeriksa daging, hatus
dimusnabkan 3

Daging yang Herasal dar g luar Dacral)  harws
diperiksa ulang kesehalannya.

VI Pasal 8 diubab dan harus dibaca
BAR VI
KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 8

Pemeriksaan kesehatan hewan sebagaimana  di-
maksud dalam Pasal 2 avat (&) Feraturan
Laerah  1ni dikenakan rebribus: sebagai
barikut :

1. Untuk pemeriksaan hewan yang dilakukan
didalam Rumah Pemotongan Hewan , uwnluk
setian ekor dipungut s

a. Sapi . e rbau dan kuda sebesar
Hp.l. 200,00 (oeribu dua ratus rupiab)

5. Babi, cehesar Rp.l1.B00,00 {cer tbu dela-
pan ratus ruplrah}

. Domba dan  kambing, cebasar Ho . 600,00
{enam ratus runiah) -

2. Untuk pemeriksaan howain voanug Jdrtebabkan o=
iwar Rumab Pemobtongan Hewan, untusk ol tap
ekor dipungulb



- ey =

a. Sapi , kerbau dan kuda serhesar
Rp.Z2.000,00 (dua ribu ruptail) 3

b. Babi , sebesar Rp. 2.300,00 (dua il
lima ratus rupiah) ;3

. Dowmba dan kambing, sebesar Hp. 1.200,00
{ser ibu dua ralus rupiahl} 3

{(Z2) Biaya poneriksadan hewail besar bertanduk
peting yang baleh dipatong mebagaimana
dimakoud dalanm Pasal 2 ayat (3} Peraturan
Daerat int. wnbtuk cetiap ekor dikenakan
retribust, Lebesar Rp. %.000,00 (lima ribu
ruprah} 3

(3) -Biaya pemakaian Rumah Pempbonoan Howan  se—
sebagaimana dJdimaksud dalam Pazal T ayat {1)
Peraturan Dacrah ini untub <ocbtiap ckur  di-
kenakan ratribusi sebagal berikut =

a. Sapi, kerbau dan kuda, cebosar Rp.i.200,00
{ooribu Jdua rabus rupiahl)

b. Babi, sebesar Rp.l.B0G,0Q {earitbu  delapan
ratus rupiah) 3

. Domba dan kambing, sebesar Fip. 600,00
{cnam ratus rupliah}.

{4) Biaya pemakaian kandang peristirehatan  di
Pumah Pemotongan Hewan dikenakan robribrust
untuk ootiap @kor sebagai berikutbt =

a- Sapi, Lot baw, kuida ddan  babi scbesar
Rp. 300,00 (lLiga ratus rupirah) 3

b. Domba dan  kambing , <ebesar Rp. 150,00
{(oeratus jima pulub ruprah).

{5} Biaya pumskerwn alat Fimbangan =cbagaimana
dimak=wd dalam Pasal 4 Poraburan Daerah 1ini,
dikarchan rotribuc: sebagai berikut

a. Untuk menzmbang daging seckor SApL
kerbau, kuda dan babi, cobesar Rp. 200,00
{tiga ratus rupiah} ;

L. Untuk menimbang kulit seekor sapl, kerbau
dan kuda sebesar K. 100,00 { =eratun
rupiah) 3

c. Untuk menimbang dagaing dan kulit  ecrar
kambing dan domba, sebesar Rp. 120,00
{cerabtus lima pulub rupiah) 3

(&) Pemerikcaan ulang kooehatan daging yang
berasal dar i luar Dacrah Schagaamana
dimakoud datam Pasal 2 ayvat t3) Poraturan
Daerah ni, dikenakan robteibuss <ebagay

berikul s



a. Dagying SBgAr , sobonar Rp. 75,00 {(Lujuh
pulub lima rupiah} per kilogram ;

L. Daglony beku, scbecsar Rp.20,00 (lima puluhn
ruplab) poer kilogram 3

. Biova minimal darli a dan b adalah sebosar
Hpo. 6.000,00 {enam ribu rupiah}.

€. BAB Vii dan  Facal 9, diubair dan harus dibaca
sebagal Lerikob =

FETENMTUAN P LDARN

Pasal

{1) Barang =Siapa mclangaar Leelenluan- ko ten tuan
Jalam Feraluran locrabe Sni. daanoam  dengan
pidana korungan <selama-lamanya & (cnam) bolan
alau denda sebanvak-banyaknya  Ppl 500008, 00
{lima puluhlh ribu rupiah}

(2} Tindak pidana scbagaimane dimaksud pada aryat
{1) Pasal ini, adalah pelanggaran.

F. Setelah Pasal %2 ditambah BAR VILD A& dao Powal
? N dan harug dibaca sebagai borikul o

AB VII A
KETENTUAN FEMY IDIENAN

Pazal 9 A
{1l) Selaln ailch PMojabat Penyidik Usum Ponyil—
ikan aotoo aindak pidana sebagalmana dite—
taphkan daiam Pacal 2 Peraturan  Daerah ind,
dilatuben oich  Fojabal Ponyidik Pogawai
Naegyer: Sipil dilinghkungan Foemerintaiv Dacrah
yang ponuyangkatannya ditetapkan bordacarkan
Poraturan Porundang-undarnian yang ber lakuw s

(2) Dalam melaksanakar funas penvyidikan, Poovidik
dimaksud pada ayat {1} Pasal ini, herwonanag

a. mencrama laporan atau pongadasn dor g Lo
ceorang tentany adanya tindak prdana

bo mealakukan tindakan pertuma pada  saal  ftuo
ditempat kejadian dan melakukan pomerikoa-
an 3

c. menyuruh berhenb: seseorang tersangka dan
memeriksa tanda pengenal dirs tersangka 3

d. melakukan penyitaan benda ataw —urat

2. mengambil cidik dori dan miemotret ooe--
e el 275 S

f. momanyy:l  seocoorang untuk didoengar dan
diger shaa cobagat foercangka alau cakastl g



4y - mendalanglian orang ahli yvang diperlukan
4 |
cdalam hubiunganny a donggarn PHemer Lk caan
perkarae 3

h. mengadekan pengbentian penvadikan cetodal
mendapatb potumjuk dari FPony idik Umom bobisea
tidak tordapat  cukoup hukty atau peroa-—

tiwa torocbut  bukan tindak  pidara T
celanjultnya melalui Penyidik Umom meapdss o
tahukan hal lerscbut kepada Penuntub Uaoam,

torcangkas atau koeluarganyveae g

. mcngadakan tindakan lairn  menurut hokoam
yang dapal dipertangqung)awabkan.

Pasal Ir

Poraturan  Daerab inl mulai  berlaky  pada
tanggal diundangkan,

Agar cupavae swebtiap orang dapat mengetbahuai-
Nyda, aancrintatthan pongundangoan Peraturan Daer an
int dengan pencmpatannya dalam  Lombar an Daerah
Kotamady.a Dacrah Tingkat II Mosokerto.

Ditocapkan di : Ma 3y ok cr t o
pada tanggal : 7 Nopember 1994

DEWAN PERWAKILAN RAEKYNT DAERASH WAL IKOTAMADYN FKESALA DOERAH
S HiaMaDyn DNAERAH TINGKAT I MOJOKERTQ TINGKAT 11 MOJUKERTO
Ketua,
Cap. ttd. . Cap. ttd.
R. SO0ERALDT TEGCEX SUEJODNQ, Z.H.

Dicahkan dengan  Keputusan Subernur Kepala  Dacrah Timgket i
Jawa Timur tanggal 7 April 1795 Nomoe 19479 Tahun 1595.

N GUBERNUR KEPALAS DAERAH 1 IMGKAT
JAWA T IMUR
Noisten Kclataprajaan
Cap. ttd.

Dro. SOCNARJO

Pembinag Utama Muda
NIP. 310 040 a79

Diundangkan dalam Lembaran Daer ah Kotamadya Daer ah Tingkat II
Mos;okorto Tahun 1995 Seri B pada tanggal 17 April 1995 Namor 3/B.

A.n. WHDIKOTMAMADRYA ¥EPALA DAERAH TINGEAT 11
MOoOJOKERTQO
Sckroetaris Xotamadya Dacrah

Cap. i&d.
Dr~n. B 0 1 M |

Pembina
NI, QLo onn 21



PEMJELAS AN

AT A5

PERATURAN DAERAH KOTAMADYVA DAERAH TINGKAT 11 MOJOKERTO
MOMOR 114 TAHUN 1994

TEMTAMNG

PERUBAHAN XETIGA PERATURAN DAERMAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT I1

HMOJOKERTO NOMOR 1 TAHUN 1980 TEMNTANG PEMERIKSAAN, PEMAKALNAN RUMAH
PEMOTONGAN HEWAN, PIENIMBANG, MENGANGEUT, MENMYIMPARN DAM MENJIADI DAGING

II.

DALAM WILNAYAH KOTAMADYN DAERAH TINGKAT i MOJOKERIO.

FENMJELASAM LMUM

Pada dacarnva, Peraturan Dacrah Inl mongabur tentana Peru-
bahan Tarip peoagenaan robribuasl, Poemer tkosaan, Pamak tan Humaih
Pemolongan Howan, Monimbang, Meongangkul, Menyimpan  dao Monjoal
Daging dalam WHilayah Kotamadya Dacrah Tingkabt 11 Mojoker to dan
koetentuan—kotentean lain karcone tarip punguban relribuse Lersabul
dalam Peraturan Daerah Kotamadya Doereh Tingkat 11 Moiokorta dNMomar
1 tahur 1989 vang telah divbah terakhir dengan  Poraturan  Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Moigker te Nomer 14 tahun 1789, ternya-
ta sudah tidak cesual laglr dengan keadaan dewasa ini, maka dipan-
dang porlu untuk diadabkan perubahan dengan  menuanakan  ketentuan
perubatan dimakoud dalam suatu Poraturan Daerah.

PENJELASAN PASAL DEMI PNASAL

Pazal I Sub B huruf o

e
[

vang dimaksud dengan  Pemer ik-
caan ante mor tem, adatah
pemer Ltkoaan dan atau pengujian
howan sehelum dipotong g

. vang dimakcoud dengan  pemervik-—

SAArn past mortem, adalah
pomer tkoaan dan atao penguiian
daginag dar 1 hewan setolah

dipotong.

Sub C FPasal 2 ayat (1) : yang dimakcud dengan Cap "n
atdalah diber tkan tanda nacla
bulil /7 Lagsran hewan varng Lldak

dimanfaatkan.

Pacal If s Cukup Jelac.



